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Notaris sebagai pejabat umum memiliki batas waktu dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, hal ini berkaitan dengan konsep jabatan yang memiliki limitasi dalam pelaksanaannya, keadaan ini sejalan dengan apa yang diamantkan oleh Pasal 8 ayat 1 dan 2 UUJN-P yang pada intinya menyatakan seorang Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah meninggal dunia, berusia 65 tahun, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan jasmani dan terakhir karena merangkap jabatan tertentu. Tetapi pada kenyataannya meskipun seorang Notaris telah berakhir masa jabatannya, seorang Notaris masih di bayang-bayangi tanggung jawab terhadap akta-akta yang pernah dibuatnya dimasa lalu, hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 65 UUJN-P yang menyatakan Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya mekipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Dimana hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam hal perlindungan hukum bagi Notaris sebagai pejabat umum setelah berakhir masa jabatannya serta terdapat kekaburan norma dalam hal penentuan batas waktu daluarsa pertanggungjawaban Notaris terhadap akta perjanjian yang dibuatnya ditinjau dari pasal 65 UUJN-P.

Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis dan preskriptif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder dan studi lapangan dengan data primer. Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan juga wawancara yang diperoleh dengan cara studi lapangan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode yuridis-kualitatif.
perlindungan hukum Notaris sebagai pejabat umum setelah berakhir masa jabatannya berkaitan dengan akta perjanjian belum diatur secara khusus didalam UUJN-P yang akhirnya berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, Pasal 65 UUJN-P belum mengatur secara konkrit mengenai batas waktu pertanggungjawaban Notaris setelah berakhir masa Jabatannya, yang mana lamanya bisa sampai seumur hidup yang mana hal ini bertentangan dengan teori pertanggung jawaban jabatan dimana setiap jabatan memiliki batas waktu, sehingga perlu diatur dan dibuat peraturan yang khusus mengenai batas waktu pertanggungjawaban seorang Notaris di dalam UUJN-P.
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ABSTRACT
Notary as public officials have a time limit in carrying out their duties and obligations, this is related to the concept of a position which has limitations in its implementation, this situation is in line with what Article 8 paragraphs 1 and 2 UUJN-P basically states that a Notary quit or dismissed from his position with respect because he has passed away, is 65 years old, at his own request, is spiritually and physically incapacitated and finally because he has concurrent certain positions. But in fact, even though a Notary has ended his term of office, a Notary is still in the shadow of responsibility for the deeds he made in the past, this is in line with Article 65 of the UUJN-P which states Notary, Substitute Notary, Special Substitute Notary. and the Temporary Officer of Notary Public is responsible for every deed he makes even though the Notary Protocol has been submitted or transferred to the depositor of the Notary Protocol. Where this creates uncertainty in terms of legal protection for Notaries as public officials after the end of their term of office and there is a confusion of norms in determining the expiration date of the Notary's accountability on the deed of agreement he made in terms of article 65 UUJN-P.
The method used is descriptive-analysis and prescriptive with a normative juridical approach. The research stage uses library research with secondary data and field studies with primary data. This data collection is obtained by means of literature study and also interviews obtained by means of field studies. Furthermore, the data were analyzed using the qualitative-juridical method.
Legal protection of Notaries as public officials after the end of their term of office related to the agreement deed has not been specifically regulated in the UUJN-P which ultimately has an impact on legal uncertainty for Notaries who have ended their term of office, Article 65 UUJN-P has not yet regulated concretely regarding the time limit of accountability of Notaries. after the end of his term of office, which can be up to a lifetime, which is contrary to the theory of accountability in which each position has a time limit, so that it is necessary to regulate and make specific regulations regarding the time limit of accountability of a Notary in UUJN-P.
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